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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah:
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perubahan sosial yang sangat
cepat terutama pada sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan di
Indonesia dibiayai dari berbagai sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan
negara berasal dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Sumber penerimaan negara
terbesar berasal dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besanya kemakmuran rakyat. Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi
dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral
Pajak (DJP) ialah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian
Keuangan, dimana hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk kepentingan
nasional seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan
sebagainya. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan
Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak



Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik
nama kendaraan bermotor, pajak air permukaaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak
Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak
air tanah pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan (www.pajak.go.id).

Salah satu provinsi yang termasuk kategori baik sebagai penyumbang
pertumbuhan penerimaan pajak adalah Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh
kepala kantor wilayah DJP Sumsel-Babel, yang dimuat dalam berita
rmolsumsel.com yang ditulis Solehin (2018) bahwa penerimaan pajak di Sumatera
Selatan diyakini baik sampai dengan September 2018 sudah mencapai 67,38% atau
Rp 16,04 triliun, dimana pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sebesar 22,09%
dari periode yang sama tahun lalu dan lebih tinggi dibanding nasional yang hanya
14,06%. Penerimaan pajak terdiri dari PPh non migas sebesar Rp 5,38 triliun, PPN
dan PPnBM sebesar Rp 2,53 triliun, PBB sektor Perkebunan, Pertambangan, dan
Perhutanan sebesar Rp 1,08 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 1,83 triliun.

Meskipun Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi penyumbang
pajak yang baik, penerimaan pajak di Sumsel setiap tahunnya cenderung fluktuatif
terutama PBB sektor perkebunan, dimana perolehan pajak atas perkebunan tidak
dipengaruhi harga jual (Sutiawan,2018). Kondisi demikian disebabakan adanya
jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah dibagi berdasarkan kewenangan Ditjen
Pajak Daerah dan Pusat. Sehingga jenis pajak yang dipungut oleh pusat cenderung

berpengaruh pada harga jual dipasar. Walaupun demikian, secara keseluruhan



perolehan Provinsi Sumsel lebih baik dari tahun lalu terutama PBB sektor
Perkebunan, yakni sedikit mendekati target yaitu Rp 140 Miliar atau mengalami
pencapaian 75,77% dengan pertumbuhan 31,27%, sedangkan kehutanan
mengalami penurunan 0,46%.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun
1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan
terhadap bumi dan bangunan. PBB terdiri dari 5 sektor yaitu Pedesaan, Perkotaan,
Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh Pusat
(negara), namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menyebutkan bahwa Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sehingga terhitung 1 Januari 2014
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2)
dialihkan pengelolaannya menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, sementara Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) masih dikelola oleh Pemerintah Pusat
yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak Kemenentrian Keuangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (PBB P3) menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



nomor 12 Tahun 1994 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dimana
pengelolaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat (negara). Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya
pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.
Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
Pemanfaatan PBB khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan
digunakan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi
dan bangunan, (Rahmawati, Juniar dan Ali Wardhana, 2017). Meskipun
penerimaan PBB tidak begitu besar terutama PBB sektor Perkebunan, Perhutanan
dan Pertambangan, namun menjadi salah satu pajak yang potensil dan berkontribusi
terhadap penerimaan negara. Salah satu daerah yang potensil dan berkontribusi
terhadap penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan ialah
Prabumulih.

Sejak 9 September 2008, Kota prabumulih telah memiliki Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) dimana dengan berdirinya kantor tersebut kota prabumulih
telah dapat mengelola sendiri pajak yang ada di daerah tersebut terutama
penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Kabupaten
Prabumulih adalah salah satu satu dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 434,46 km?. Keadaan luas hutan sebesar
2.213 hektar, luas tanaman perkebunan sebesar 20.076 hektar yang terdiri dari

tanaman karet, kelapa, kelapa sawit dan tanaman lainnya, luas tanah holtikultura



sebesar 471 hektar, serta persentase lifting minyak dan gas bumi sebesar 58% (BPS
Kota Prabumulih, 2016). Besarnya luas wilayah Kabupaten/Kota Prabumulih
dengan keadaan tanah yang digunakan khususnya untuk perkebunan, perhutanan,
maupun pertambangan minyak, gas dan batubara. Terlebih lagi hampir 50%
wilayah Kabupaten/Kota Prabumulih terdiri mineral batubara yang membuat
Prabumulih merupakan kota yang bergantung dengan tambang, dan memiliki
potensi penerimaan pajak terbesar terutama di sektor pertambangan (Jamil,2017).
Selain itu hasil perkebunan yang melimpah terutama perkebunan karet, sawit, dan
nanas juga menjadikan Prabumulih sebagai salah satu Kabupaten/Kota penerimaan
pajak yang baik.

Penerimaan PBB dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun tidak
begitu besar. Penulis bermaksud menganalisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di
Kabupaten/Kota Prabumulih, karena kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota
Prabumulih yang berlimpah merupakan hal yang menarik untuk diteliti, hal ini
penting karena dengan melimpahnya kekayaan alam di Kabupaten/Kota
Prabumulih belum tentu tingkat penerimaan pajaknya efektif. Besar kecilnya
tingkat efektivitas PBB ditentukan dari besarnya target dan realisasi yang sudah
ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih seperti terlihat

di dalam tabel.



Tabel 1.1. Target dan Realisasi PBB Perkebunan

Tahun Target Realisasi

2015 Rp 9.708.524.000 Rp 12.862.839.061
2016 Rp 10.099.265.000 Rp 11.429.687.539
2017 Rp 6.000.235.000 Rp 14.011.046.429
2018 Rp 13.079.257.000 Rp 9.340.353.462
2019 Rp 14.743.496.000 Rp 3.569.399.554

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB sektor
perkebunan di Kabupaten Prabumulih dari tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu
mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 penerimaan pajak dari sektor perkebunan ini selalu
mengalami peningkatan, terlihat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun
2017 dimana realisasi penerimaan pajaknya mencapai angka Rp. 14.011.046.429.
Namun, pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sektor
perkebunan mengalami penurunan dari target yang ditentukan sebesar Rp.
13.079.257.000 untuk tahun 2018 dan Rp. 14.743.496.000 pada tahun 2019.
Sedangkan realisasi penerimaan pajaknya hanya sebesar Rp. 9.340.353.462 pada
tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 3.569.399.554.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi PBB Perhutanan

Tahun Target Realisasi
2015 Rp 4.077.284.000 Rp 27.937.253.330
2016 Rp 6.211.433.000 Rp 6.211.906.107
2017 Rp 3.048.363.000 Rp 6.672.325.937
2018 Rp 6.672.326.000 Rp 2.633.071.299
2019 Rp 9.830.251.000 Rp 5.625.871.662

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019
Pada tabel 1.2. realisasi penerimaan pajak sektor perhutanan yang tertinggi
ialah pada tahun 20135, realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 27.937.253.330

dari taget yang ditentukan hanya Rp. 4.007.284.000. Pada tahun 2016, realisasi



penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi
penerimaan pada tahun 2016 ini hanya sebesar Rp.6.211.906.107. Pada tahun 2017,
realisasi penerimaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.
450.419.830. Tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sektor Perhutanan mengalami
penurunan kembali sehingga tidak terpenuhinya target yang ditentukan. Pada tahun
2019, realisai target penerimaan pajak sebesar Rp. 9830.251.000 yang lebih besar
targetnya dari tahun sebelumnya dan juga realisasi penerimaan pajaknya lebih besar
yaitu sebesar Rp. 5.625.871.662.

Tabel 1.3. Target dan Realisasi PBB Pertambangan

Tahun Target Realisasi

2015 Rp 323.769.685.000 Rp 539.361.457.461
2016 Rp 364.850.212.000 Rp 583.388.414.106
2017 Rp 618.389.510.000 Rp 680.101.092.820
2018 Rp 673.646.458.000 Rp 549.637.940.944
2019 Rp 629.595.429.000 Rp 669.891.542.552

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB sektor
pertambangan selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dan 2016, penerimaan
pajak pada sektor pertambangan mengalami peningkatan dari target yang
ditentukan. Namun, pada tahun 2018, target penerimaaan pajak pada tahun ini tidak
mencapai target yang telah ditentukan, dimana target pada tahun ini sebesar Rp.
673.646.458.000 sedangkan realisasi penerimaanya hanya sebesar Rp.
549.637.940.944. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp.
669.891.542.552 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 629.595.429.000.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan



Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Prabumulih?.
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Prabumulih?.
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(KPP) Prabumulih Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan

Pertambangan (PBB P3) ?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui:
1. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama (KPP) Prabumulih.



2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Pratama
(PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)
Prabumulih Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

(PBB P3).

1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referesi tambahan
dan masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi
perpajakan. Serta untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan,
tingkat efektivitas dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan

Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih.

2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan
pengetahuan, serta pemahaman tentang fenomena perpajakan yang terjadi,
terutama tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan
dan Pertambangn (PBB P3). Manfaat untuk pembaca diharapkan mampu

memberikan informasi dan wawasan terkait dengan penelitian, serta dengan



adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi

peneliti selanjutnya.
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